MAHKAMAH AGUNG RI

JL. MEDAN MERDEK A UTARA NO_9-13, TELP - (021) 3843348, 3810350, 3457661 fux. (021) 3810361
TROMOL POS NO, 1020 - JAKARTA 10010

Jakarta, 3 {» April 2016
Nomor :0F /Pansel/Ad Hoc TPK/TV/2016.

Lampiran : 3 (tiga) lembar. Kepada Yth.
Perihal . Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor Ketua Pengadilan Tinggi
Tahap VIII Tahyn 2016 (daftar nama terlampir)
d -
Seluruh Indonesia

Sehubungan akan dilaksanakannya Seleksi Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahap VIII Tahun 2016 yang pendaftarannya akan
dilaksanakan di masing-masing Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia (daftar terlampir),
berkaitan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara untuk mempersiapkan
penyelenggaraan tersebut dengan aktivitas antara lain sebagai berikut :

1. Membentuk Panitia Daerah Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor dengan susunan meliputi:
Penanggung Jawab, Ketua Pelaksana, Sekretaris, Pembantu Umum berjumiah maksimal
9 (sembilan) orang atau sesuai kebutuhan, kemudian Surat Keputusan Panitia Daerah
dikirim ke Panitia Pusat.

2. Mengumumkan adanya seleksi kepada publik baik melalui papan pengumuman, website
Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukum masing-masing
{pengumuman terampir).

3. Menerima dan meneliti Surat Lamaran beserta persyaratan dari Pelamar berdasarkan
formulir yang telah disediakan Panitia Seleksi (formulir terlampir), kemudian mengirim
berkas surat lamaran Peserta kepada Panitia Pusat Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak
Pidana Korupsi dan dialamatkan ke Mahkamah Agung RI JI. Medan Merdeka Utara No. 9-
13 Tromol Pos 1020 Jakarta Pusat 10110 melalui Titipan Kilat.

4. Mempersiapkan pelaksanaan ujian tertulis di Pengadilan Tinggi yang akan ditentukan
kemudian setelah dilihat jumlah peserta yang mendaftar.

5. Untuk kelancaran pelaksanaan seleksi apabila ada yang belum jelas bagi Panitia Daerah
dapat berhubungan dengan Saudara Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI
Roki Panjaitan, SH. Sekretaris Panitia HP. 08987177723 Telp/Fax.(021) 3860313 dan
(021) 3446811 atau Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Drs. H. Wahyudin,
M.5i. HP. 08121903860, M.E.R. Herki Artani Richmiani, SH. HP, 081319560882,

Demikian untuk dilaksanakan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.
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Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung RI (sebagai laparan).

2, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.

3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.



Lampiran :
Daftar Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia :

1. Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

2. Pengadilan Tinggi Medan.

3. Pengadilan Tinggi Padang.

4. Pengadilan Tinggi Pekan Baru,
Pengadilan Tinggi Jambi,
Pengadilan Tinggi Palembang.

7. Pengadilan Tinggi Bengkulu.

B. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

9. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

10. Pengadilan Tinggi Banten.

11. Pengadilan Tinggi Jakarta.

12. Pengadilan Tinggl Bandung.

13. Pengadilan Tinggi Semarang.

14. Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

15. Pengadilan Tinggi Surabaya.

16. Pengadilan Tinggi Banjarmasin,

17. Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

18. Pengadilan Tinggi Pontianak.

19. Pengadilan Tinggi Samarinda.

20. Pengadilan Tinggi Makasar.

21. Pengadilan Tinggi Palu.

22. Pengadilan Tinggi Kendari.

23. Pengadilan Tinggi Manado.

24, Pengadilan Tinggl Gorontalo,

25. Pengadilan Tinggi Denpasar.

26. Pengadilan Tinggi Mataram.

27. Pengadilan Tinggi Kupang.

28. Pengadilan Tinggi Ambon.

29. Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

30. Pengadilan Tinggi Jayapura.



10.

11

12.

13.

14.

15.

KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF

SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA

KORUPSI TAHAP VIII TAHUN 2016

NAMA PELAMAR

NOMOR BERKAS

KODE YANG DILAMAR :(PN/PT)*
TANGGAL TERIMA BERKAS

Surat lamaran untuk menjadi Calon Hakim Ad Hoc.
Fotokopi ljazah terakhir yang dilegalisir asli oleh pejabat berwenang.
Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah.

Surat keterangan bebas narkoba yang dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium
dari Rumah Sakit Pemerintah.

Surat Keterangan tidak pernah dihukum dari Pengadilan Negeri setempat.

Surat Kelakuan Baik/SKCK dari Kepolisian

Surat pernyataan tidak menjadi anggota salah satu partai politik di atas kertas
bermaterai Rp.6000,00.

Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan
lainnya selama menjadi Hakim Ad Hoc di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00.
Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia di atas
kertas bermaterai Rp.6.000,00.

Surat izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar
yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Surat pernyataan bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila
mengundurkan diri sebagai Hakim Ad Hoc sebesar nilai yang ditetapkan oleh
Panitia di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00.

Pas foto terbaru ukuran 4x6 berwarna sebanyak 4 (empat) lembar.

Fotokopi KTP.

Fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir.

Daftar Riwayat Hidup lengkap.

TTD & NAMA PEMERIKSA

KETERANGAN : BERKAS

Catatan:

* Coret yang tidak perlu
Berkas disusun berdasarkan urutan Kelengkapan Persyaratan Administratif.




PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AD H'
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP VINI
TAHUN 2016

PENGUMUMAN
PEMERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPS
mn T

NOMOR: 06/ PanselfAd Hoo TRE/IV/2016

Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoe Pergadilon Tindak Pidana Konupsi Tahun 2016 mambuks kesempatan kepads ‘Warga Megara indonesia terbaik yeng merasa
terpanggil unluk mengabxdikan dirl sebagal Hakim Ad Hoc pada Pengaditan Tindak Pidena Karugsi Tingkat Pertama dan Tingkat Randing dengan persyaratan
sehagai berilut :
. ‘Wargs Negars Repubbis Indsmes ia;
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
Sabat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Kelerangan Dokter:
Derpendidikan Sarjana Hukum stau sarjana lain dan berpengalaman di bidang Hulum (antara lain : Huloum Ceuangan dan Perbankan, Hulm Adiminisimsi,
Hukum Pertanahan, Hukum Fasar Modal dan Hulkum Pajak] sekurang-kurangnya 15 [lima belas) tahin;
Berumur sohusmng ourangrrya 40 (ampat auiuh) tshun peda saat pendaftaran;
Tidak parnah melokulan perbustan teroela;
Tidak pernah dipidena karena mwelakukan loejabailan berdasarkan putusan pengadilar yang telsh memparcleh kekuatan Pukem et
Dersedia Stempatian deelunuh wilsyah Indonesia;
Jujur, adil, cakap, dan mesmifikl integritas moral yang tinggi serls neputasi yang halk;
Tidak menjad! pengurus dan anggote penisd polnk;
Malaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Konapsi ;
Berspdia mengikuti pelatihan sebagal Hakim Tindak Pidana Korupsic
Dersedia melepaskan jabatan strulsural damfatau phatan lainaya selama menjadi Hakim Ad Hoc Tindak Pldana Korupsi;
lzim fertulis dasi atasan largsung sassn yang berwenang bagl pelamar yang barstatus Pegawai Negerl Spil;
Rersedia mengeantl baaya seleks: don perdidikan apabila mengundurian diri sebagai Hakim Ad Hoc sebesar nilal yang diletapkan aleh Papitia.
faftaran ditakukan dengan mal irkan pargyarslan acminisirasl sebagsi beriiut :
Surak lamaran untuk manjadl Calon Hakim Ad Hee Tindak Pidana Korupsi ditujulan bepada Ketua Mahkamah Agung R
Fotokap ljacsh ternkhis yang dilegslisic ash obeh pejabat beraenang;
Sural keterangan berbadan sehat jasmanl dan rehand danl Ramakh Saki Pemerintak;
Surad keterangan bebas narkoba yang dilampirl hasil pemeriksasn laboratodum darl rumah sakic pemarintah;
Sirat Kelerangan thdak pemah dibukum dad Pengaditan Hogorl setesmpat;
Suwrat Kelaluan Baily/SKCK dari Kepolisian;
Swrat pernyataan tidak menjadi panguerus den anggota salah satu pantal politik di atas kertas bermetorai Rp, G000,00;
Surat pernyataan borsedia malepasksn jabatan struktirs] dan/stsu jabatan [ainnya selama manjadi Hakin Ad Hoc d stas kertas bermetoral Rp, £.000,00.
Susrad pernyataon bersadia ditempatkan di sefurul wilayah indonesia o atas kertas bermsetersi Rp.5.000,00;
Suret itin tertulis dar stesan langiung/atasan yang bersvenang bagl pefamar yang berstaius Pegraal Megeri Sipil;
Surat pernyataan barsedis mengganti blsys selebxi dan pendidikan apabits mengundurkan disl sebagsl Hakim Ad Hor sebesar nilal yeng ditetapkan oleh
Panitia di ping kenss bermetsrsl Rp. 6.000,00;
Pas foto terbare wiuran 4 x 6 berwarna dengan latar bolakang berwama meral sebarvyak 4 (emipat) lembar,
Fotakopl KTF;
Fobokopi Akte Kelahiran atew Surat Kenal Lakir;
Dalftar Riwaryat Hidup lenghkapriwayat pekerjaan lengkap selama 15 [lma belas] tabuin diidang huloun;
Bukti befah melaporkan harta kewyaan dapat diserablkam setelal s wjian terbalis £ pads 18t ufian Ban.
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Peserta yang pemah mengikutl seleksi tahap sebelumnya tatap malanghaps senvus persyanstan yang baru seporti tersebut J1 sias (hural & 5/d o).
Selharub persyaratan sdministrash dimasubdcn dalam smplep ermutup wanma cokelst poles diserahkan kepada Panitia Deerah di Pengadilan Tinggl yang
bersangkutan dengan memcniumkan Kode dan Nomor Telepon/ 1o pada sudut kanan atas Surat Permsobonan maupun pada Amplop Surat,

*  Umtuk Pengadilan Tindak Pidana Eorupsl [Tingkat Pertama) @ kode PN

¥ Untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi [Tingkot Banding] : bode PT

Lamaran ssdah diterima Panilia Daerah paling lambat tanggal 36 Mel 2016,

Pengamuman kelulusan sdministsasi dapat dilihat di Papan Persgumsman Pergadilan Tinggl yang bersanghuten dsn pads website Mahkamah Agung
weany loagpnierphr.mshbprshagung. 2o, d. www bawas mabkamatagi g go.id,

www,mahkamahagung go. &, i hadilum e, wwew badilagnet dan
wewws. glibjpmmilfun.com setelah tamggal 13 Junl 2046,

Sedekii 1ertulis, Profile Assessment dan W ara, twmpat dan wakie pesyelenggarnan akan dibentukan ke mudian,

Jakarta, 26 April 2006
FANITIA SELEES] CALON HAKIM AD HOC TINDAE PIDANA KORUPSI TAHUN 2016

Ketua, Sekretaris,

trd, trd.
Dr. Artidjo Alkostar, 5H., LLM. Roki Panjaitan
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